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Abstract
Community life in Bali is inseparable from the customs inherent in the life of society itself. 
Religion and culture become a crucial factor to implement the order of indigenous people. 
Social change has an impact on the life of indigenous people.  Many custom cases that 
occur, one of them is having sexual relation / marriage with close relatives called Gamia 
Gamana. Sanctions toward this custom offense generally carry out by cleaning up the village 
or prayascita village. The purpose of this ceremony is to restore the sanctity and balance of 
the village; therefore, it becomes pure again. This sanction is given as a fine to the person 
who does custom offense called Sangaskara Danda.
The research questions of this study can be formulated as follows; how is the nature of 
Sangaskara Danda? And how is the implementation of Sangaskara Danda sanction toward 
customs offenses Gamia Gamana? The method used in this study was an empirical law 
derived from primary data and secondary data. The nature of this study was descriptive, with 
qualitative data analysis. Overall results of these analyses were presented in the description 
which described the complete problem under study along with a critical discussion.
The nature of custom sanction Sangaskara Danda can be seen from the form of sanction, the 
purpose of the sanction, and the implementation of the sanction. The sanction Sangaskara 
Danda is in the form of Prayascita Sangaskara Danda and Matirta Gamana (for Hindu 
Priest). The purpose of this sanction is restoring the cosmic balance (sekala-niskala); 
moreover, cleansing and purifying themselves, their family and village environment. The 
implementation of these sanctions is done by imposing the perpetrator of custom offenses 
either in material or immaterial.  Similarly, in implementing sanction Sangaskara Danda 
toward custom offenses Gamia Gamana is to continue to implement Sangaskara Danda in 
the form of Prayascita Desa and impose other sanction such as not allowed joining as the 
member of the village, pay fines, bathed in the sea or even “diaben” (symbolically).
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I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Masyarakat adat d� Bal� tumbuh dan 
berkembang d�serta� dengan ajaran agama 
dan budaya yang melekat dalam set�ap 
keh�dupannya. dalam mengatur keh�dupan 

masyarakat adatnya, d�perlukan aturan-
aturan yang bersumber dar� n�la�-n�la� 
rel�g�us (keagamaan) yang tersusun dalam 
suatu aturan hukum yang d�sebut hukum 
adat. Hal �n� d�sebabkan karena antara agama 
dan hukum adat adalah merupakan rangka�an 
yang sal�ng berka�tan dan t�dak terp�sahkan 
satu dengan la�nnya.
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 Keter�katan agama khususnya agama 
H�ndu dengan Hukum Adat d� Bal� dapat 
d�temukan pada cara menyelesa�kan suatu 
pelanggaran adatnya (del�k adat) yang selalu 
d�serta� dengan cara melaksanakan upakara/
r�tual kegamaan. Dem�k�an pula dengan 
tata cara penjatuhan sanks� adat terhadap 
del�k adat pada umumnya hanya berupa 
pelaksanaan kewaj�ban yang d�landas� oleh 
ajaran agama dan nilai filosofis dengan 
tujuan menetral�s�r keh�dupan masyarakat 
adatnya dar� keadaan yang d�sebut dengan 
leteh (kotor).1

Impelmentas� sanks� adat d� Bal� 
pada umumnya d�serta� dengan upacara 
pelukatan dan pembers�han yang d�sebut 
dengan pamarisudhan atau Maprayascitta. 
Upacara Pamarisudhan atau Maprayascitta 
merupakan bentuk upacara adat d� Bal� 
yang mem�l�k� fungs� untuk menetral�s�r 
atau members�hkan masyarakat dan w�layah 
tempat terjad�nya suatu per�st�wa atau 
pelangaran adat. Sanks� adat �n� bukan 
merupakan suatu peny�ksaan atau der�ta, 
namun tujuannya sebaga� penetral�s�r 
kembal�nya keh�dupan masyarakat yang 
se�mbang.2

Sanks� pada hak�katnya adalah reaks� 
hukum atas perbuatan warga masyarakat 
yang t�dak seharusnya. del�k adat sebag�an 
besar d�atur dalam aturan-aturan (awig-
awig) desa yang bersangkutan. Pelanggaran 
terhadap aturan tersebut, d�kenakan sanks� 
adat berupa denda (danda).

Sanks� adat dalam hukum adat Bal� 
dapat d�golongkan menjad� 3 (t�ga) yang 
d�kenal dengan Tri Danda yakn� :
1. Arta Danda
 adalah golongan sanks� adat dalam 

bentuk mater� ya�tu dengan cara 
membayar uang atau penggant�an harta 
benda (benda-benda mater��l).

2. Sangaskara Danda
 Ya�tu sanks� berupa pelaksanaan 

upacara tertentu untuk mengembal�kan 
kese�mbangan mag�s dan d�lakukan 
sesua� dengan ajaran agama H�ndu).

3. J�wa Danda
 Ya�tu golongan sanks� berupa 

pender�taan jasman� dan atau rohan�/
j�wa. Sepert� Mengaksama, mapilaku, 
lumaku, mengolas-olas, nyuaka (m�nta 
maaf).
Denda (danda) d�ber�kan kepada 

masyarakat adat/krama yang melakukan 
pelanggaran adat (del�k adat). Pelanggaran 
adat atau yang d�kenal dengan Del�k adat 
merupakan suatu per�laku yang melanggar 
aturan-aturan yang berlaku d� masyarakat 
yang dapat mengganggu dan merusak tata 
keh�dupan masyarakat ba�k secara mater�al 
maupun �nmater�al terhadap �nd�v�dunya 
maupun masyarakat sebaga� kesatuannya3

Del�k adat adalah segala perbuatan 
atau kejad�an yang bertentangan dengan 
kepatuhan, kerukunan, ketert�ban, keamanan, 
rasa kead�lan, dan kesadaran masyarakat 
yang bersangkutan.4

1 I Gust� Ketut Ar�awan 1992, “Eks�stens� Del�k Hukum 
Adat Bal� Dalam Rangka Pembentukan Hukum P�dana 
Nas�onal”, Tes�s, Program Pascasarjana Program Stud� 
Ilmu Hukum, Jakarta, hlm.10.

2 I Made W�dnyana, 1992, Delik Adat Dalam 
Pembangunan, Oras� Pengukuhan Guru Besar, 
Fakultas Hukum Un�vers�tas Udayana, Denpasar, 
hlm.11.

3 Suardana, 2007, “Del�k dan Sanks� Adat Dalam 
Perspekt�f Hukum Nas�onal”, dalam Sudantra, & 
Parwata, Oka, Ed�tor, Wicara Lan Pamidanda, 
Udayana Un�vers�ty Press, Denpasar, hlm.75.

4 H�lman Had�kusuman, 1961, Hukum Pidana Adat, CV 
Rajawal�, Jakarta, hlm.307
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Adapun jen�s-jen�s del�k adat yang 
mas�h h�dup dalam hukum adat Bal�, dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Del�k adat yang menyangkut 

kesus�laan, contohnya lokika sangraha 
(persetubuhan atas dasar c�nta antara 
lak�-lak� dan perempuan yang sama-
sama mas�h bujang), drati krama 
(berz�na), Gamia Gamana (hubungan 
seksual antara orang-orang yang 
berhubungan darah sangat dekat), dan 
salah krama (berhubungan kelam�n 
dengan b�natang).

b. Del�k adat yang menyangkut harta 
benda, contohnya pencur�an benda 
suc�, merusak benda suc�, dan la�n-
la�n.

c. Del�k adat yang melanggar kepent�ngan 
pr�bad�, sepert� mamisuh (mencac�), 
mapisuna (memfitnah), dan lain-lain.

d. Del�k adat karena kelala�an atau t�dak 
menjalankan kewaj�ban, sepert� t�dak 
melaksanakan kewaj�ban sebaga� 
krama desa yang berupa ayahan 
(kewaj�ban melakukan pekerjaan 
untuk desa) atau papeson (urunan 
berupa barang).5

Dalam prakteknya, Pelanggaran 
hukum yang terjad� dapat berupa pelanggaran 
terhadap hukum adat (awig-awig, pararem, 
kebiasaan-kebiasaan, dresta) maupun 
pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum 
negara. Pelanggaran terhadap norma-norma 
hukum adat secara teor�t�s dapat d�sebut 
sebaga� del�k adat.6 Dengan dem�k�an, 

del�k adat berka�tan erat dengan semua 
perbuatan atau kejad�an yang bertentangan 
dengan kepatutan, kerukunan, ketert�ban, 
keamanan, rasa kead�lan dan kesadaran 
hukum masyarakat  bersangkutan.

Dengan perkembangan jaman 
dan perubahan sos�al yang cukup pesat, 
membawa manus�a h�dup dalam kemajuan 
terutama kemajuan teknolog� yang t�ngg�. 
Hal �n� tentunya membawa pengaruh pola 
h�dup dan per�laku d� masyarakat. perubahan 
sos�al �n� juga membuat et�ka dan moral 
manus�a menjad� t�dak sejalan dengan pola 
keh�dupan masyarakat adat yang tunduk 
dengan aturan adat ba�k berupa awig-awig 
maupun aturan la�nnya.

Semak�n banyaknya del�k adat yang 
terjad� membuat Bal� menjad� t�dak se�mbang. 
Banyak kasus yang terjad� yang d�golongkan 
sebaga� del�k adat, d�antaranya del�k adat 
Gamia Gamana. Ada beberapa kasus yang 
pernah terjad� d� Bal� yang termasuk ke 
dalam del�k adat gama�a gamana ya�tu kasus 
yang terjad� d� Klungkung yakn� seorang 
ayah melakukan hubungan seksual dengan 
anak kandungnya sampa� melah�rkan anak, 
kejad�an tersbut bahkan d�lakukan d�hadapan 
�str�nya. Kasus la�nnya juga terjad� d� tabanan 
yakn� dua orang gad�s kakak ad�k d�setubuh� 
oleh ayah kandung dan kakeknya.

Beranjak dar� kasus del�k adat yang 
terjad� d� Bal� �n�lah membuat penul�s tertar�k 
membuat jurnal dengan judul Hak�kat Sanks� 
Adat Sangaskara Danda Terhadap Del�k 
Adat Gamia Gamana.

5 I Made W�dnyana, Op.c�t, hlm.10.
6 H�lman Had�kusuma, 1978, Hukum Pidana Adat, 

Alumn�, Bandung, hlm.20
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2. Rumusan Masalah
Dar� latar belakang d� atas, maka dapat 

d�tar�k suatu Rumusan Masalah ya�tu :
1. Baga�manakah Hak�kat Sanks� 

Sangaskara Danda?
2. Baga�manakah Penerapan Sanks� 

Sangaskara Danda Terhadap Del�k 
Adat Gamia Gemana?

3. Tujuan Penelitian
Penel�t�an �n� pada umumnya 

mem�l�k� tujuan mengetahu� Hak�kat Sanks� 
Sangaskara Danda Terhadap Del�k Adat 
Gamia Gemana.

Tujuan khusus penel�t�an �n� adalah 
untuk:
1. Mengetahu� Hak�kat Sanks� 

Sangaskara Danda.
2. Mengetahu� Penerapan Sanks� 

Sangaskara Danda Terhadap Del�k 
Adat Gamia Gemana.

II. METODE PENELITIAN
Penel�t�an �n� menggunakan metode 

penel�t�an hukum empr�s yang menggunakan 
sumber data pr�mer dan sumber data sekunder 
yang bers�fat deskr�pst�p dengan anal�s�s 
data kual�tat�f. Has�l dar� anal�s�s tersebut 
akan d�saj�kan dengan cara deskr�ps� ya�tu 
memaparkan permasalahan yang d�tel�t� 
secara s�stemat�s dan kr�t�s.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hakikat Sanksi Sangaskara Danda

Sanks� adalah padanan dar� �st�lah 
as�ng ya�tu sanctie (Belanda), atau sanction 
(Inggr�s). 

Menurut “Black’s Law D�ct�onary” 
Seven Ed�t�on, Sanks� adalah A Penalty or 

coercive measure that result from failure to 
comply with a law, rule, or order (a sanction 
for discovery abuse.

Menurut Soetandyo W�gnjosoebroto, 
sanks� adalah seluruh ak�bat hukum yang 
harus d�tanggung oleh subyek yang d�dakwa 
melakukan suatu perbuatan hukum atau 
menyebabkan terjad�nya suatu per�st�wa 
hukum.7

a. Bentuk Sanksi Sangaskara Danda
Hukum adat d� Bal� d�landas� oleh 

ajaran agama H�ndu yang d�kenal dengan 
konsep Tri Hita Karana �n� merupakan 
konsep kese�mbangan keh�dupan manus�a 
ya�tu  kese�mbangan antara manus�a dengan 
Tuhan, manus�a dengan manus�a manus�a 
dengan alam. Perbuatan melanggar  terhadap 
aturan-aturan  adat dapat mempengaruh� 
terganggunya kese�mbangan ba�k secara 
nyata atau t�dak nyata (sekala-niskala). 
Dengan dem�k�an maka perlu d�adakan 
pemul�han terhadap pelanggaran tersebut 
dengan member�kan pamidanda. 

Salah satu pamidanda yang mas�h 
h�dup dan berlaku d� masyarakat ya�tu 
Sangaskara Danda ya�tu hukuman berupa 
pelaksanaan upacara. 

Ada 2 (dua) Bentuk Sangaskara Danda, 
ya�tu :
1) Maprayascita

Ya�tu merupakan  bentuk proses� 
keagamaan yang bertujuan untuk menetral�s�r 
dar� terjad�nya ketergangguan kese�mbangan  
w�layah b�la mengalam� suatu del�k adat 
tertentu yang dapat merusak tatanan 

7 Soetandyo W�gnjosoebroto, 2008, Hukum Dalam 
Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah 
Pengantar ke Arah Sos�olog� Hukum, Bayumed�a 
Publ�sh�ng, Malang, hlm.138.
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keh�dupan secara mag�s pada keh�dupan 
masyarakat dar� keadaan yang kotor (leteh)

Prayascita merupakan banten (sarana) 
yang d�gunakan untuk members�hkan atau 
menyuc�kan p�k�ran sebelum melaksanakan 
upacara-upacara suc�. 

Dalam trad�s� H�ndu d� Bal�, Prayascita 
d�paka� dalam upacara Yadnya dengan 
tujuan untuk mengembal�kan alam p�k�ran 
yang kotor dan dapat d�arahkan kembal� 
menuju “c�tta”. P�k�ran yang suc� dan netral 
�tulah yang d�sebut dengan “c�tta”. J�ka 
sudah d�tar�k dengan dorongan hawa nafsu 
maka d�sebut “manah”. Namun j�ka dapat 
membedakan ba�k dan buruk dalam p�k�ran 
�tu d�sebut “wiweka”. Dengan “wiweka”, 
p�k�ran dapat d�arahkan kembal� menuju 
“citta”

Banten prayascita termasuk banten 
yang mem�l�k� mutu kedewataan (Daiwi 
Sampad), oleh karena �tu Banten prayascita  
berfungs� sebaga� pebersihan dan merupakan 
simbul yang mengandung n�la� rel�g�us.

Kata Prayascita berasal dar� suku kata 
pra- yas dan citta yang mengandung art� 
penyuc�an segala kesed�han. Dalam kamus 
Jawa Kuna Indones�a Prayascitta (dalam 
bahasa sansekerta berart� taubat, penebusan 
dosa, gant� rug�) penebusan dosa, korban 
penebusan, upacara penyuc�an (menghapus  
dosa atau ak�bat kutukan).

P�k�ran yang kotor dapat d�kembal�kan 
dengan pemahaman Tattwa Jnana, Sus�la, 
Agama dan Upacara Yadnya. Banten 
Prayascita selalu d�serta� dengan banten 
Byakala atau banten Durmangala. 
Prasyascita sebaga� lambang penyuc�an 
rohan�, Byakala sebaga� lambang penyuc�an 
jasman�.

Bentuk Banten Prayascitta menyerupa� 
atau menggambarkan bundar atau cakra 
buana, bahwa bum� �n� bundar yang berputar 
mengel�l�ng� matahar� dan bulan seh�ngga 
terjad� s�ang dan malam yang sesua� dengan 
ajaran rwa bhineda. Fungs� dar� Banten 
Prayascitta adalah sebaga� pembers�han 
atau ngelukat Pura, Pelinggih dan Upakara 
dalam Upacara Yadnya tersebut. Makna 
yang terkandung dalam Banten Prayascitta 
adalah Sebaga� s�mbul yang mengandung 
n�la� rel�g�us sebaga� kekuatan Siwa Guru.
2) Matirtha Gemana

Ya�tu kewaj�ban/sanks� adat bag� 
seorang pendeta yang telah melakukan 
kesalahan yang d�sebut dengan atataji, 
sepert� meracun� orang, merusak kehormatan 
orang. 

Ida Pendada Gede Made Gunung 
menyatakan bahwa Tirtha Gemana 
merupakan Tirtha Yatra yang ser�ng 
d�lakukan umat, ya�tu perg� untuk melakukan 
pembers�han / penyuc�an d�r� ke tempat-
tempat suc�, kemud�an kembal� pulang. 
Tirtha gemana dalam klasifikasi umum dapat 
d�bedakan menjad� 2 ya�tu Tirtha Gemana 
Bhuana Agung dan Tirtha Gemana Bhuana 
Al�t.8

a. Tujuan Sanksi Sangaskara Danda
Sanks� adalah secara umum mem�l�k� 

�st�lah dan konvens�onal d�mana secara  
d�art� leb�h luas dan berubah-ubah karena 
berkonotas� dalam ruang l�ngkup yang 
lumayan luas. Sanks� bukan  hanya 
d�pergunakan dalam ruang l�ngkup hukum, 

8 www.notesh�ndu.com, d�unduh tanggal 21 September 
2015
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mela�nkan d�gunakan pada ruang l�ngkup 
la�nnya sepert� ruang l�ngkup pend�d�kan, 
sos�al, agama dan la�n sebaga�nya.

Adapun tujuan dar� sanks� pada 
umumnya untuk mengatur keh�dupan 
manus�a agar terc�pta suasana yang tert�b. 
Dem�k�n pula Sanks� adat, yang beror�entas� 
pada pengembal�an kesuc�an desa dan 
ketert�ban desa (ngewaliang kesudamalan 
desa lan kasukertannyane).

Adapun Tujuan dar� sanks� sangaskara 
danda antara la�n :
1) Mengembal�kan kesuc�an desa / pura;
2) Mengembal�kan kese�mbangan;
3) Member�kan efek jera kepada para 

pelaku;
4) Members�hkan d�r�, desa dan pura 
a. Penerapan Sanksi Sangaskara 

Danda
Keh�dupan masyarakat d� Bal� erat 

ka�tannya dengan budaya yang mem�l�k� 
n�la�-n�la� bers�fat religuis. Dem�k�an pula 
Aturan-aturan adat yang mas�h berkembang 
dan h�dup d�  masyarakat  dan d�aku� d� 
masyarakat sangat kental terhadap n�la�-
n�la� religius. Agama H�ndu dan hukum 
adat d� Bal� adalah satu rangk�an yang 
t�dak dapat d�p�sahkan sebaga� dampak dar� 
peranan agama H�ndu yang sedem�k�an 
kuatnya terhadap keb�asaan-keb�asaan (adat 
�st�adat).

Masyarakat adat yang h�dup dalam 
satu kesatuan w�layah d�atur dengan aturan 
agar menjad� tert�b. Set�ap pelanggaran yang 
d�lakukan oleh krama desa akan d�kenakan 
sanks�. 

Set�ap pelanggaran adat mengak�batkan 
ket�dakse�mbangan pada masyarakat, oleh 
karena �tu set�ap pelanggaran adat harus 

d�jatuh� sanks� ya�tu berupa hukuman adat 
sepert� membuat upakara pembers�han desa, 
membayar denda, atau sanks� la�nnya yang 
kesemuanya �tu berfungs� sebaga� alat untuk 
mengembal�kan kesuc�an dan kese�mbangan 
desa9.

Sanks� atau hukum atas pelanggaran 
bukan hanya berupa keputusan penguasa adat 
atau hak�m, tetap� dapat pula berupa celaan, 
t�dak d�ajak b�cara, t�dak d�ber� tempat 
dalam upacara, d�us�r atau d�keluarkan 
dar� l�ngkungan masyarakat hukuman dan 
la�n sebaga�nya. Semua sanks� tersebut 
merupakan suatu bentuk hukum sos�al atas 
perbuatan ant� sos�al menurut ukuran adat.

 Umumnya, sanks� yang ser�ng 
d�terapkan dalam masyarakat adat d� Bal� 
ya�tu sanks� Sangaskara Danda. Sanks� 
�n� d�terapkan agar dapat mengembal�kan 
kese�mbangan dan kesuc�an desa setempat.

Penerapan sanks� tersebut d�lakukan 
dengan mengadakan upacara suc� keagamaan 
berupa upacara prayascita dan mat�rtha 
gemana. Pembers�han �n� d�lakukan oleh 
prajuru desa bersama-sama dengan krama 
desa. Segala bentuk b�aya yang d�keluarkan 
untuk upacara tersebut d�bebankan kepada 
pelaku pelanggaran. Hal �n� sebaga� salah 
satu bentuk sanks� yang harus d�jalankan 
b�la ada krama desa melakukan suatu 
pelanggaran adat.

Pelaku yang melakukan pelangaran 
adat juga harus menjalankan sanks� la�nnya 
sepert� matirtha gemana (apab�la pelaku 
seorang pendeta / sulinggih /pemangku).  

9 Soemad�n�ngrat, H. R. Otje Salman, 2011, 
Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, PT. 
Alumn�, Bandung, h. 16.
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Sela�n sanks� Sangaskara Danda, bag� 
pelaku pelanggaran adat juga d�kenakan 
sanks� berupa Jiwa Danda dan Arta Danda 
sesua� dengan t�ngkat kesalahan yang 
d�lakukannya.
1. Penerapan Sanksi Sangaskara 

Danda Terhadap Pelanggaran 
Gamia Gemana
Dewasa �n� keh�dupan sos�al keagamaan 

d� Bal� k�an mengalam� kemunduran. 
Hal �n� d�sebabkan karena perkembangan 
dan perubahan sos�al yang cukup t�ngg�. 
Perubahan sos�al juga d�pengaruh� oleh 
kemajuan teknolog�. Dengan perubahan 
sos�al dan kemajuan teknolog� tersebut 
membawa perubahan moral dan et�ka dalam 
keh�dupan manus�a d� masyarakat khusunya 
masyarakat adat. 

Moral dan et�ka sangat menentukan 
keh�dupan masyarakat adat d� Bal�. Dengan 
perubahan sos�al, pr�laku masyarakat �kut 
berubah. Banyak pelangaran yang terjad� 
ak�bat kemajuan teknolog� yang cukup pesat. 
Salah satu pelanggaran yang akh�r-akh�r 
�n� terjad� ya�tu melakukan perkaw�nan/ 
hubungan persetubuhan antara orang-orang 
yang mas�h mempunya� hubungan darah 
yang d�kenal dengan Gamia Gemana.

Gamia Gemana adalah del�k adat 
berupa larangan perkaw�nan/ hubungan 
seksual antara seorang lak�-lak� dengan 
perempuan yang mas�h mem�l�k� keter�katan 
kekeluargaan dekat secara gar�s keturunan 
lurus maupun  gar�s keturunan kesamp�ng10.

Perbuatan Gamia Gamana t�dak 
saja bertentangan dengan agama h�ndu 
dan ketentuan hukum adat, mela�nkan 
juga bertentangan dengan tata n�la� yang 
berlaku dalam masyarakat  adat Bal�. 
Perbuatan tersebut juga dapat men�mbulkan 
kegoncangan dan bencana bag� masyarakat 
luas. Dengan dem�k�an harus melakukan 
upacara adat berupa bers�h desa/pemar�sudha 
desa atau mecaru.

Wayan P.W�nd�a mengatakan bahwa 
pelanggaran adat Gamia Gamana adalah 
merupakan suatu larangan perkaw�nan 
atau hubungan seksual  seorang yang 
mas�h mem�l�k� keter�katan kekeluargaan 
(hubungan keluarga dekat) d�l�hat dar� gar�s 
keturunan lurus ataupun gar�s keturunan 
kesamp�ng. Perkaw�nan sedarah tersebut 
d�anggap t�dak ba�k karena bers�fat panas11.

Terhadap pelanggaran  �tu dapat 
d�proses melalu� upaya mekan�sme perad�lan 
p�dana. Dalam penjatuhan sanks� pada 
hukum adat  tergantung pada kepekaan atau 
t�daknya kesalahan yang d�lakukan. Pada 
laz�mnya dalam praktek perad�lan d� Bal� 
sangatlah sed�k�t  d�jumpa�  tentang putusan 
hak�m yang member�kan penjatuhan s�nks� 
p�dana sebaga� pemenuhan tanggung jawab 
adat, tetap� dalam suduh pandang la�n suatu 
masyarakat adat meng�ng�nkan  d� ber�kan 
sanks� p�dana sebaga� pemenuhan kewaj�ban 
adat.  Pada  pelanggaran-pelanggaran yang 
meng�ng�nkan penerapan sanks� pemenuhan 
kewaj�ban adat, hak�m dalam tugasnya akan 
bertentangan atau berbenturan terhadap 
ketentuan Pasal 10 KUHP, t�dak ada 
d�jelaskan tentang   pemenuhan kewaj�ban 
adat sebaga� jen�s p�dana sebaga� salah 

10 I Made W�dnyana, 2013, Hukum P�dana Adat Dalam 
Pembaharuan Hukum P�dana, PT. F�kahat� Anmeska, 
Jakarta, hal.216.
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satunya. Pada s�s� normat�f, ketentuan Pasal 
5 ayat (3) sub b UU No.1 Drt/ 1951 dapat 
member�kan peluang kepada hak�m agar  
dapat member�kan penjatuhan sanks� adat, 
tetap� pada  praktek tentang hal �tu sepert� 
pada yang d�maksud  sangatlah m�n�m 
d�laksanakan hak�m. 

Ketentuan dalam undang-undang 
tersebut menyatakan bahwa hukum p�dana 
s�p�l yang sampa� saat �n� mas�h d�paka� 
terhadap kaula-kaula w�layah-w�layah 
swapraja dan orang-orang  yang d�ad�l� pada 
waktu dulu  terhadap pengad�lan adat, adat 
mas�h tetap d�gunakan bag� kaula-kaula dan 
orang tersebut.

D� sebag�an w�layah-w�layah  
yang mas�h memberlakukan penerapan 
terhadap hukum p�dana adat, dalam 
sebag�an pelanggaran  dalam prakteknya 
meng�ng�nkan berlakunya pemenuhan 
kewaj�ban adat dalam usaha pemul�han 
kese�mbangan keh�dupan masyarakatnya, 
bahkan  pada beberapa  pelanggaran 
adat pada sudut pandang  hukum formal 
merupakan t�dak jauh dar� suatu perbuatan 
kr�m�nal b�asa akan tetap� dar� sudut pandang 
kaca mata adat , dalam sebuah pelanggaran 
tersebut sangat sul�t untuk d�tuntaskan atau 
d�selesa�kan secara gambl�ng melalu� s�stem 
s�stem perad�lan p�dana, art�nya p�dana yang 
d� ber�kan dar� hak�m belum d�katakan b�sa 
memul�hkan kese�mbangan h�dup dalam 
masyarakat adat yang d� t�mbulkan oleh 
adanya suatu pelanggaran yang terjad�.

D� Bal� masyarakat adatnya 
berpandangan bahwa pelanggaran adat 
yang t�mbul t�dak saja dapat merug�kan atau 
mengganggu keh�dupan secara mater��l akan 

tetap� juga dapat merug�kan secara �mmater�al 
dalam kerug�an �mmater�al dapat d� lakukan 
dengan jalan melakukan r�tual-r�tual adat 
yang bertujuan untuk menetral�s�r atau 
mengembal�kan kese�mbangan keh�dupan 
masyarakat dar� perasaan kotor (carub atau 
leteh), 

D�s�s� la�n dalam Undang-Undang 
Tentang Perkaw�nan Nomor 1 tahun 1974 
d� dalamnya juga mengatur tentang t�dak 
bolehnya perkaw�nan pada orang –orang 
yang mem�l�k� hubungan dekat (keluarga 
dekat) sebaga�mana d�tentukan pada Pasal 8 
ya�tu perkaw�nan d�larang antara dua orang 
yang :
1. berhubungan darah (seksual) dalam 

gar�s keturunan lurus keatas atau ke 
bawah;

2. mas�h ada hubungan darah  pada gar�s 
keturunan kesamp�ng ya�tu dengan 
saudara orang tua, seorang dengan 
saudara neneknya;

3. berhubungan semenda, ya�tu mertua, 
anak t�r�, menantu, �bu/bapak t�r�;

4. berhubungan susuan, ya�tu orang 
susuan, anak susuan, saudara susuan, 
dan b�b�/paman susuan;

5. berhubungan saudara dengan �str� atau 
sebaga� b�b� atau kemenakan dar� �sr� 
dalam hal seorang suam� ber�str� leb�h 
dar� seorang;

6. mempunya� hubungan yang oleh 
agamanya atau peraturan la�n yang 
berlaku d�larang kaw�n.
Dar� seg� �lmu kedokteran, Hubungan 

seksual atau perkaw�nan sedarah  juga t�dak 
ba�k karena keturunan dar� perkaw�nan 
tersebut sangat berpotens�  menjad� cacat 
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karena faktor genet�k (b�la 2 gen reses�f 
bertemu, maka cenderung akan menghas�lkan 
keturunan yang cacat) . 

 D�s�s� la�n, Gamia Gamana dapat 
d�katakan suatu perbuatan atau pelanggaran 
adat yang dapat  mencemerkan atau ngeletehin 
w�layah tempat terjad�nya pelanggaran 
tersebut, oleh karena hal tersebut d�anggap 
perlu adanya upaya untuk menetral�s�r 
keadaan  mental keluarga masyarakat, 
korban, pelaku, serta desa supaya kembal� 
se�mbang. 

D� Bal� Hukum Adat d�pengaruh� 
oleh ajaran Agama H�ndu mengembal�kan 
kese�mbangan desa harus melaksanakan 
upacara r�tual Pembers�han desa (Prayascitta 
Gumi) tujuannya hendaknya supaya w�layah 
tempat atau desa terjad�nya del�k adat 
Gamia Gamana dapat menjad� bers�h dan 
harmon�s.

Dengan upacara r�tual prayascitta 
gumi semua p�hak d�harapkan ba�k pelaku, 
keluarga masyarakat desa maupun korban 
tersebut menjad� sadar bahwa t�ndakan 
tersebut merupakan a�b yang harus 
d�h�ndar�.

Jen�s sanks� adat sangatlah beragam,  
Sangaskara Danda merupakan sanks�  yang 
d�jatuhkan terhadap  para pelaku del�k adat 
Gamia Gamana, d�antaranya :
1. d� pecat atau d�keluarkan  dar� anggota 

banjar;
2. d� selong serta d�denda;
3. s�mbol�s sepert� d�tenggelamkan d� laut 

( pelaku d� mand�kan ke laut sebaga� 
s�mbol�s d�tenggelamkan)

4. Pelaku d� tuntut natau d�waj�bkan  untuk 
mengadakan upacara pembers�han 

dengan segala b�aya d�tanggung 
pelaku;

5. Pelakun p�sahkan atau d�cera�kan 
(apab�la sudah melakukan perkaw�nan 
gam�a gaman);

6. d�aben (d�bakar secara s�mbol�k).
Sanks� adat sebaga�mana tersebut 

leb�h banyak mengarah pada sanks� adat 
Sangaskara Danda. Hal �n� d�sebabkan 
karena sanks� �n� sangat relevan d�terapkan 
dan d�anggap dapat mengembal�kan keadaan 
desa sebaga�mana mest�nya.

Penerapan sanks� �n� umumnya d�muat 
dalam aturan adat setempat ba�k berupa 
awig-awig, paparem, atau aturan adat la�nnya 
yang berlaku d� w�layah tersebut.  

Dar� berbaga� jen�s sanks� yang d�atur 
dalam aturan desa adat, Sangaskara Danda 
merupakan sanks� yang d�anggap pal�ng 
efekt�f untuk d�laksanakan meng�ngat 
pengaruhnya sangat besar terhadap tatanan 
h�dup masyarakat. 

Dalam masyarakat adat d� Bal� secara 
kuat sudah melembagakan pada kepercayaan 
atau keyak�nan bahwa set�ap pelanggaran 
yang men�mbulkan terganggunya 
kese�mbangan masyarakat yang belum 
d�selesa�kan dengan upaya-upaya r�tual 
keagamaan maka hal tersebut dapat d�katakan 
sebaga� suatu penyebab  mender�tanya 
keluarga masyarakat adat, maka dengan 
�tu pelaku pelanggaran berkewaj�ban untuk 
melakukan r�tual-r�tual adat yang bertujuan 
untuk menetral�s�r atau mengembal�kan 
kembal� kese�mbangan w�layah desa dar� 
perasaan kotor atau (leteh)

Penerapanm sanks� Sangaskara Danda 
sejalan dengan Teor� S�stem Hukum dar� 
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Lawrence M. Fr�edman, yakn� subsatns� 
hukum, struktur hukum dan budaya hukum. 

Substans� adalah  aturan atau norma 
hukum yang merupakan produk hukum. 
Set�ap daerah harus mem�l�k� aturan yang 
d�gunakan sebaga� dasar untuk mengatur 
keh�dupan masyarakatnya. Dem�k�an halnya 
dengan  Sangaskara Danda merupakan 
produk hukum yang umumnya tertuang 
dalam awig-awig/ pararem suatu daerah. 

Struktur hukum merupakan unsur nyata 
dar� hukum. sebuah kerangka permanen, 
atau unsur tubuh lembaga dengan berbaga� 
fungs�nya dalam rangka mendukung 
bekerjanya hukum tersebut. B�la d�ka�tkan 
dengan Sangaskara Danda, dalam suatu 
daerah juga harus ada aparat untuk dapat 
menerapkan produk hukum yang berlaku. 
Penerapan sanks� Sangaskara Danda dapat 
d�laksanakan b�la terdapat aparat hukum.

Dem�k�an pula dengan budaya hukum. 
Implementas� dar� sanks� Sangaskara 
Danda terhadap Del�k Adat Gamia Gamana 
sangat menentukan. Dengan budaya hukum, 
cara penerapan sanks� tersebut terhadap 
kasus yang terjad� berbeda-beda, semuanya 
tergantung dar� budaya adat daerah mas�ng-
mas�ng.

Sela�n teor� s�stem hukum, ajaran 
dar� Moh.Koesno tentang Menyelesaikan 
dan Memutus juga dapat d�gunakan dalam 
penerapan sanks� Sangaskara Danda 
terhadap Del�k Adat Gamia Gamana.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan

Dengan berdasarkan ura�an tersebut d� 
atas, dapat d�tar�k suatu s�mpulan ya�tu :

a. Bahwa sanks� hak�kat sanks� 
Sangaskara Danda dapat d�l�hat dar� 
bentuk sanks�nya yakn� Meprayascita 
dan Matirtha Gamana. Tujuan dar� 
sanks� �n� adalah untuk mengembal�kan 
kesuc�an dan kese�mbangan desa serta 
masyarakat yang ada d� dalamnya. 
Dengan dem�k�an penerapan sanks� �n� 
sangat harus d�laksanakan meng�ngat 
hukum adat Bal� sangat erat ka�tannya 
dengan hukum Agama H�ndu.

b. Penerapan sanks� Sangasakara Danda 
Terhadap Del�k Adat Gamia Gamana 
t�dak d�tentukan secara past� dan sangat 
beragam tergantung w�layah yang 
bersangkutan. Namun pada umumnya 
penerapan sanks�nya berupa prayasc�ta 
dan mat�rtha gamana d�samp�ng sanks� 
la�nnya sepert� t�dak boleh masuk 
anggota banjar, membayar denda, 
d�mand�kan d� laut, atau bahkan d�aben 
(secara s�mbol�k). 

2. Saran
Adapun saran yang dapat penul�s 

sampa�kan yakn� :
a. D�harapkan agar dalam set�ap del�k 

adat harus d�ber�kan sanks� secara 
tegas. Sanks� tersebut t�dak hanya 
berupa Sangaskara Danda, namun 
juga mest�nya d�ber�kan sanks� p�dana 
dengan tujuan agar member�kan efek 
jera terhadap para pelaku del�k adat.

b. D�harapkan kepada desa untuk 
dapat melakukan penyuluhan leb�h 
�ntens�f kepada warga / krama tentang 
pend�d�kan et�ka dan moral. Sela�n 
�tu member�kan pengetahuan dan 
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pemahaman hukum dan menerapkan 
sanks� secara tegas apab�la melanggar 
hukum. 
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